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DISPENSASI KAWIN TERHADAP WANITA DI BAWAH UMUR DALAM 

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 

TENTANG PERKAWINAN  

(Studi Kasus  Nomor : 0214/Pdt.P/2017/PA.Plg) 

 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai harkat dan martabat 

yang lebih tinggi (sempurna) dibanding dengan makhuk lainnya. Sebagai salah 

satu makhluk social manusia memiliki kebutuhan biologis dalam pergaulan suami 

istri untuk memperoleh keturunan, kebutuhan biologis ini dapat diperoleh dari 

sebuah perkawinan dimana perkawinan merupakan bagian dari aturan-aturan 

yang disyari’atkan oleh islam yang secara umum mempunyai tujuan yang sama 

yaitu memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat kelak.1  

Perkawinan sendiri merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 

yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan.  

Untuk menjembatani antara kebutuhan biologis manusia dengan esensi 

sebuah perkawinan Undang-Undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan telah 

menetapkan syarat sah nya sebuah perkawinan. Salah satunya dalam Pasal 7 ayat 

                                                             
1 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 25. 
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(1) UU NO. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:  “Perkawinan hanya 

diizinkanjika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan 

pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Sesuai dengan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1): 

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh 

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam 

pasal 7 Undang-Undang No. 1 Th. 1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya 

berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.2 

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 

(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua sesuai yang 

tertuang pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Th 1974 tentang perkawinan. 

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk 

agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.3 

Oleh karena itu pernikahan membutuhkan kesiapan secara mental ataupun materil 

dari kedua belah pihak. Tetapi tak jarang tujuan untuk mendirikan keluarga yang 

harmonis dan sejahtera tidak berjalan sesuai yang diharapkan atau dapat berujung 

dengan sebuah perceraian. Kegagalan ini biasanya disebabkan oleh pemangku 

tanggung jawab belum cukup dewasa, baik secara fisik maupun mental.4  

                                                             
2 Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama Islam, himpunan Perundang-Undangan 

Dalam Lingkungan Pengadilan Agama, hlm. 133. 
3 Abd Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 22. 
4 Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Untuk Kawin, Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 

2006, hlm. 10.  
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Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam hal perkawinan 

seperti mengenai batas-batas umur perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pada 

dasarnya bertujuan untuk mengantisipasi pelaksanaan perkawinan usia muda. 

Selain itu, pembatasan umur ini sangat penting artinya untuk mencegah praktek 

kawin yang terlampau muda seperti banyak terjadi didesa-desa yang mempunyai 

akibat negatif.5 

Perkawinan sendiri berkaitan dengan masalah kependudukan bahwa batas 

umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin dapat mengakibatkan laju 

kelahiran lebih tinggi dan berbagai pengamatan yang dilakukan terhadap akibat 

perkawinan usia muda juga menunjukkan adanya kehidupan rumah tangga yang 

mengalami ketidak harmonisan karena mental seorang anak yang dibawah umur 

yang pada umumnya belum stabil atau belum mempunyai pola pikir dewasa 

sebagai mana mestinya orang yang telah cukup umur untuk menikah dan satu lagi 

masalah yang sering timbul akibat pernikahan seseorang yang belum cukup umur 

adalah kekurangan secara ekonomi karena kesulitan untuk mendapat pekerjaan. 

masalah-masalah seperti ini lah yang dapat membuat pernikahan anak dibawah 

umur berujung pada perceraian. 

Sebaliknya kawin dalam usia cukup dewasa banyak membawa manfaat 

dan kemaslahatan, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun bagi 

masyarakat dan negara untuk menunjang berhasilnya program kependudukan dan 

                                                             
5 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: balai Aksara, 1987, hlm. 26. 
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keluarga berencana dalam rangka memperlambat laju pertumbuhan penduduk 

yang cukup tinggi.6 

Di masa sekarang banyak remaja baik anak SMP maupun SMA yang 

belum matang jiwa raganya serta belum mampu secara materi untuk menafkahi 

dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang akan melangsungkan 

perkawinan. Banyak faktor yang menyebabkan mereka memilih melangsungkan 

perkawinan diusia yang muda, selain dari faktor ekonomi atau dijodohkan oleh 

orang tua, sekarang ini perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka disebabkan 

oleh pergaulan bebas, kenakalan remaja itu dan kurangnya penyuluhan kepada 

masyarakat tentang pernihakan yang sebagimana mestinya . 

Dalam 3 Tahun terakhir terdapat 48 perkara permohonan Dispensasi 

Kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Palembang dan penyebab terbanyaknya 

karna telah hamil terlebih dahulu. 

Dalam melangsungkan perkawinan anak-anak dibawah umur bukan hanya 

meminta izin kepada kedua orang tua tetapi juga harus meminta surat izin ke 

Pengadilan Agama setempat agar dapat melangsungkan perkawinan sah dimata 

hukum yang disebut Dispensasi Kawin seperti yang teruang dalam Pasal 7 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: 

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi 

kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak 

pria maupn pihak wanita.” 

                                                             
6 Fokusmedia, himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, hlm. 4. 
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Dalam masyarakat majemuk yang tingkat pendidikannya masih sangat 

kurang, terutama masyarakat pedesaan, maka tidaklah heran kalau mereka masih 

sangat menjunjung tinggi trade 

si, kebiasaan masyarakat lama yamang masih dipegang oleh sebagian 

besar masyarakat pedesaan adalah menikahkan anak gadis nya agar cepat 

mendapat momongan sebagai penerus dari marganya, mereka merasa kalau anak 

gadisnya tidak kawin muda akan mendatangkan aib, dan sial dalam kehidupan 

sehari-harinya. Jadi jangan heran kalau zaman modern ini masih banyak 

perkawinan diusia muda di tengah-tengah masyarakat terutama di pedesaan, di 

kotapun masih sering kita jumpai, namun jumlahnya tidak begitu banyak. 7 

Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan 

suatu perkawinan. Perbedaan iklim dan adat istiadat di tanah air, menyebabkan 

berbeda pula ketentuan dan cara-cara orang dewasa untuk melangsungkan 

perkawinan.8 

Dalam kitab-kitab Fiqih selau dapat dibaca bahwa perkawinan wanita 

dibawah umur dapat dilangsungkan dengan bersandarkan kepada keterangan, 

bahwa nabi Muhammad SAW kawin dengan ‘Aisyah, ketika ‘Aisyah berumur 9 

tahun. Ulama Fiqih mengambil contoh dan teladan dari perkawinan tersebut itu 

                                                             
7 Mochtar Kusumaatmaja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pengembangan, Alumni Bandung: 

Kumpulan Karya tulis, 2002, hlm.2002. 
8 Lili Rasjidi, I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1993, hlm. 45. 
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dengan menetapkan pendirian bahwa agama islam membenarkan perkawinan di 

bawah umur.9 

Permohonan dispensasi kawin No 0214/Pdt.P/2017/PA.Plg. yang diajukan 

pada tanggal 25 September 2017 oleh S bin S sebagai orang tua kandung dari 

saudari SA binti S yang berusia 14 tahun yang akan dinikahkan dengan saudara 

RH bin AR yang berusia 20 tahun yang mana mereka sudah menjalin kasih 

selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian 

eratnya, sehingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh 

ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. 

Bahkan pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi untuk 

memperkuat dalil-dalil permohonannya, dan atas keterangan saksi yang berinisial 

I bin A yang taklain adalah paman pemohon sendiri dan saksi yang berinisial S 

bin A yang taklain adalah paman dari isteri pemohon diketahui bahwa SA binti S 

telah bergaul sedemikian eratnya sehingga SA binti S telah hamil 2 (dua) bulan. 

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam pesidangan maupun yang 

diketahui atas keterangan para saksi yang diajukan seta pertimbangan hukum 

yang ada maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang memutuskan untuk 

mengabulkan permohonan pemohon.  

Berdasarkan penjelasan diatas penyusun tertarik untuk melakukan 

penalitian lebih mendalam untuk lebih mengetahui tentang apa yang sebenarnya 

menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin kepada anak 

                                                             
9Ibid,hlm.47. 



7 
 

 
 

dibawah umur di Pengadilan Agama Palembang. Maka dari itu penulis 

menyajikan dalam bentuk judul : 

“ DISPENSASI KAWIN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM 

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG 

PERKAWINAN (Studi Kasus  Nomor : 0214/Pdt.P/2017/PA.Plg)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada 

beberapa hal yang dijadikan pokok permasalahan yang akan diteliti dalam 

penelitian  ini yaitu : 

1. Apa yang melatarbelakangi Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang 

menjatuhkan putusan tentang dispensasi kawin sebagaimana dalam putusan 

Nomor 0214/Pdt.P/2017/PA.Plg?  

2. Syarat-syarat apa saja yang diperlukan oleh para pihak dalam mengajukan 

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palembang sebagaimana 

dimaksud Pasal 7 ayat (2) UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Palembang 

dalam memutus perkara Nomor 0214/Pdt.P/2017/PA.Plg tentang 

permmohonan dispensasi kawin. 

2. Menganalisis syarat-syarat apa saja yang diperlukan oleh para pihak dalam 

mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palembang 

sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) UU NO. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam berfikir 

masyarakat yang khususnya beragama Islam dalam menyikapi permasalahan yang 

ada ditengah msyarakat sebagai makhluk social. Secara spesifik manfaat 

penelitian ini dibagi menjadi dua kategori : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah ilmu pengetahuan dan 

keilmuan yang bermanfaat dalam permasalahan yang berkaitan dengan 

Dispensasi Kawin Wanita Dibawah Umur. 
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2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan 

pengetahuan, serta ilmu kepada para praktisi hukum, masyarakat umum dan 

mahasiswa hukum dalam mengkaji masalah yang berkaitan dengan  

Dispensasi Kawin Wanita Dibawah Umur. 

 

E. Ruang Lingkup 

Penulis membatasi  ruang lingkup penulisan skripsi ini, yang mana 

menitikberatkan pada kajian mengenai batasan usia kawin seorang wanita 

berdasarkan hukum perkawinan dan hukum perlindungan anak dibawah umur 

dalam studi kasus Nomor 0214/Pdt.P/201/PA.Plg di Pengadilan Agama 

Plembang. 

 

F. Kerangka Teoritis 

1. Teori Keadilan 

Teori Keadilan ini dipergunakan untuk memecahkan permasalahan 

yang berkaitan dengan hak-hak dari perempuan yang perkawinan tidak 

dilakukan sesuai dengan UU Perkawinan.  

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang 

tidak hanya keadilan, tetapi juga mengenai kepastian hukum dan 

kemanfaatannya. Pakar teori keadilan yaitu Aristoteles menyatakan bahwa 
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kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menuntut hukum, 

dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya.10 

Disini ditunjukan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil 

apabila mengambil bagian lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang 

tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan 

kepada hukum dapat dianggap sebagai adil. 11 

Thomas Aquinas selanjutnya membedakan keadilan atas dua 

kelompok yaitu: keadilan umum (Justitia generalis) dan keadilan khusus. 

Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang 

harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya keadilan khusus 

adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas.12 

 

2. Teori perlindungan Hukum 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya 

                                                             
10Darji Darmadiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum ( apa dan bagaimana 

filsafat hukum Indonesia), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.156. 
11 Ibid,  hlm. 156. 
12 Ibid,  hlm. 156.  
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ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.13 Perlindungan 

hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:14 

a. Perlindungan hukum preventif 

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan 

tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. 

 

b. Perlindungan hukum represif 

Perlindungan hukum akhir berupa sanksi apabila sudah terjadi 

sengketa atau dilakukan suatu pelanggaran. 

  

3. Teori Batasan Usia Kedewasaan 

Usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang 

berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan 

atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan 

kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata.15 

Pengaturan dewasa lazim disimpulkan dengan pasal 47 dan 50 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.16 

                                                             
13 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: 

magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.l14. 
14RayPratama Siadari, Teori Perlindungan Hukum, 

http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html?m=1, diakses tanggal 06 

Februari 2017, Pukul 06:20 WIB. 
15 Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peratran Pelaksananya, cet.ke-2, CV.Gitamaya Jaya, 2003, 

hlm.19.  
16 Ibid, hlm.26. 

http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html?m=1
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Hukum dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berpikir 

dan keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf 

permulaan sedangkan sisi lain pada anggapan itu ialah bahwa seseorang 

belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan 

bimbingan khusus. Karena ketidakmampuannya maka seseorang yang belum 

dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan 

perkembangan orang ke arah kedewasaan ia harus dibimbing.17 Adapun batas 

kedewasaan menurut : 

a. Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, hanya mengatur tentang, Izin orang tua bagi orang yang akan 

melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 

6 ayat (2)) artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus 

mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal 

untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan 

wanita 16 tahun ( Pasal 7 ayat (2)), anak yang belum mencapai umur 18 

tahun atau belum pernah kawin. 

Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang “yang belum dewasa 

dan dewasa” dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan ini dan tidak ada larangan menikah di bawah umur secara 

eksplisit. 

                                                             
17 Ibid, hal.114. 
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b. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam 

Kompilasi Hukum Islam memuat aturan yang kurang lebih sama 

dengan aturan yang dimuat oleh Undang-Undang Perkawinan. Dalam 

Pasal 15 ayat (1)  KHI berbunyi “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah 

tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah 

mencapai umur yang ditetapkan pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 

yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri 

sekurang-kurangnnya berumur 16 tahun”.  

Batas usia kawin dalam pasal 15 KHI sama dengan pasal 7 

Undang-Undang Perkawinan Demikian halnya dengan dispensasi  kawin.  

Bedanya, dalam KHI disebutkan alasan mengapa dispensasi kawin itu 

diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. 

 

c. Berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak 

Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 

Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas. 
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d. Berdasarkan Undang-undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden 

Dalam Pasal 27 dinyatakan “Warga Negara Indonesia yang pada 

hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau 

sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”. 

 

e. Berdasarkan Undang-undang  No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

Pasal 19 ayat (1) berbunyi “Warga Negara Indonesia yang pada 

hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau 

lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”.  

disinggung mengenai batas usia yang memiliki hak memilih. Hak 

memilih dapat diartikan sebagai batasan usia yang di perbolehkan melakukan 

perbuatan hukum (dalam hal ini memberikan suara pada pemilu). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa menurut undang-undang pemilu kedewasaan dilihat 

saat seseorang telah memiliki hak pilih, yaitu usia 17 tahun ke atas, atau sudah 

pernah menikah. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis 

penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian yuridis empiris. 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian 

hukum normatif.18 Penelitian hukum normatif tersebut mencakup penelitian 

terhadap sistematika hukum. Sedangkan penelitian empiris dilakukan dengan 

menganalisis penetapan prihal permohonan dispensasi kawin di Pengadilan 

Agama Palembang. 

 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

A. Pendekatan Perundang-Undangan  

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang 

dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang yang bersangkut paut 

dengan masalah hukum yang sedang ditangani, antara lain mempelajari 

konsistensi dan kesesuaian serta memahami ada tidaknya benturan 

filosofis antara undang-undang dengan masalah yang dihadapi dalam:19 

                                                             
18 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2012, hlm.13. 
19 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo, 

2007, hlm.58. 
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a. Undang-Undang Dasar 1945 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

d. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

 

B. Pendekatan Kasus 

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-

kasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi. Kasus-kasus 

yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan 

pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap 

putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu 

keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam 

memecahkan masalah  hukum yang dihadapi. 

  

3. Sumber Data 

A. Data Sekunder 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan Hukum Primer yaitu data yang diperoleh langsung 

melalui penelitian lapangan berupa berkas-berkas surat permohonan 

dispensasi nikah, hasil Penetapan Pengadilan Agama Palembang 

tentang dispensasi nikah tahun 2017 yaitu penetapan Nomor 
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0214/Pdt.P/2017/PA.Plg. Kemudian bahan hukum yang diperoleh 

langsung melalui wawancara dengan hakim-hakim di Pengadilan 

Agama Palembang. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder yaitu data utama dalam penelitian 

yang diperoleh dari mengambil, mempelajari, mencari bahan-bahan 

hukum maupun kepustakaan, dokumen-dokumen yang terkait dalam 

penelitian ini. bahan hukum primer yang digunakan peneliti yaitu : 

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

3. Surat permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 25 September 

2017 

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

5. Putusan perkara Nomor 0214/Pdt.P/2017/PA.Plg 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, seperti majalah hukum, jurnal 

hukum, internet, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan 

sumber-sumber hukum lainnya yang terkait. 
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B. Data Primer 

Data primer yang mikasud adalah data yang diperoleh dari studi 

lapangan yang dilakukan dengan cara mewawancara 3 orang hakim di 

Pengadilan Agama Palembang. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa : 

A. Studi kepustakaan 

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, buku-buku atau tulisan, dan dokumen-dokumen 

yang resmi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.20. 

 

B. Studi lapangan 

Studi lapangan yang dimaksud oleh penulis adalah melakukan 

wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara ini 

dilakukan dengan lebih kurang 3 orang hakim di Pengadilan Agama 

                                                             
20 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2010,  hlm.107. 
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Palembang tentang pertimbangan dan mekanisme dalam pengajuan 

perkara permohonan dispensasi kawin tersebut.21 

 

5. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa lokasi untuk 

dilakukan penelitian: 

1. Perpustakaan, baik itu perpustakaan daerah Sumatera Selatan, 

Perpustakaan Universitas Sriwijaya ataupun Perpustakaan Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya. 

2. Pengadilan Agama Palembang. 

 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum  

Analisis data merupakan kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap 

hasil pengolahan data.22 Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian bersifat deskriptif analitis sedangkan analisis data 

yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data 

sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna 

                                                             
21 Lexy.J.Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, 

hlm.135. 
22 M. Syamsudin, Op.Cit, hlm.58. 
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aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan hukum yang 

menjadi objek kajian.23 

 

7. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan berupa menjawab pertanyaan hukum dan juga 

permasalahan hukum yang ada akan diteliti oleh penulis dan berdasarkan 

uraian dari metode penelitian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan berupa, 

teknik penarikan kesimpulan meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna 

aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan 

hukum yang menjadi objek kajian. Kemudian ditarik kesimpulan secara 

deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari fakta yang 

bersifat umum ke fakta yang bersifat khusus.24 

 

H. Sistemmatika Penulisan 

Skripsi ini akan disusun secara bab perbab, dimana setiap bab nya 

memiliki keterkaitan, sistematika yang penulis maksud adalah sebagai berikut: 

Bab satu Pendahuluan, pendahuluan merupakan bagian awal dari skripsi, 

bagian pendahuluan meliputi latar belakang masalah yang berisi ide tentang 

penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang merupakan pokok masalah, 

                                                             
23  Ibid, hlm.107. 
24 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Penerbit Maju, 2007, hlm.35. 
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setelahnya ada tujuan dan manfaat dari penelitian ini, selanjutnya ruang lingkup 

dari masalah yang akan dibahas, kerangka teori sebagai pijakan dasar teori, 

metode penelitian yang dapat memudahkan penulis untuk mendapatkan data-data 

yang konkret, dan dalam bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan. 

Bab dua, berisi tinjauan pustaka yang membahas mengenai pengertian-

pengertian dasar yang menjadi rujukan teori untuk pembahasan masalah hukum. 

Bab tiga, pembahasan dimana dalam bagian ini penulis membahas dan 

menjawab pertanyaan atau permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini.  

Bab empat, berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dari kasil 

penelitian dan saran-saran yang sesuai dengan hasil skripsi ini. Skripsi ini juga 

dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting lainnya. 
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